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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jika dilihat dalam khasanah demokrasi global, demokratisasi yang terjadi di
Indonesia pada penghujung gelombang demokrasi ketiga merupakan sebuah anomali.®
Contoh saja, transisi pemerintah Filipina yang terjadi pada tahun 1986, Korea Selatan
1987, Taiwan 1987 hingga 1996, Mongolia juga menganut demokrasi setelah kehancuran
komunisme. Namun terlepas dari rangkaian latar belakang yang terjadi secara global
tersebut, Indonesia bagi- Diamond mengalami demokratisasi yang terbilang sukses.?
Demokratisasi yang terjadi ini menuntut pula reformasi konstitusi yang terjadi pada
periode 1998-2002 dengan adanya harapan agar dapat melengkapi semua pelaksanaan
dalam pemerintahan sesuai dengan harapan rakyat, mendukung penegakan demokrasi
dan hak asasi manusia serta terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance).

Indonesia adalah negara demokrasi Konstitusional. Hal tersebut dikarenakan dalam
setiap implementasi hukum- dan —-aspek ketatanegaraan  di Indonesia diharuskan
berdasarkan pada konstitusi, ~yakni Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945).
Konstitusi sebagai dasar paling utama dan hasil representatif terhadap apa yang di
inginkan rakyat Indonesia, seyogianya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi harus
diterapkan dalam setiap segi kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Maka dari itu,

munculnya falsafah bahwa setiap tindakan, perilaku, dan/atau segala peraturan pada

! Larry Diamond, “Indonesia’s Place in Global Democracy”, ed. Edward Aspinall and Marcus
Mietzner, 2010, <https://doi.org/10.4324/9781315685175-19>.
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yurisdiksi kebijakan konstitusi tidak boleh bertabrakan melainkan harus searah dengan
hak konstitusional warga negara dan tanggung jawab atas konstitusi itu sendiri. Kehendak
rakyat serta konstitusi itu harus diutamakan dibandingkan wakil-wakilnya. Selain itu,
semua peraturan yang telah dibuat dibawah undang-undang dasar tidak boleh
bertentangan satu sama lain apa lagi dengan UUD 19453

Seiring berjalannya waktu, demi meningkatkan efisiensi serta kualitas sistem
pemerintahan Indonesia diadakannya perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4
(empat) kali, yang akhirnya melahirkan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam
UUD, UU, dan Keputusan Presiden. Upaya dalam mewujudkan keinginan masyarakat
terealisasikan. dalam bagian menyelesaikan _kompleksitas  persoalan-persoalan
ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.* Pembentukan lembaga-
lembaga negara mandiri menjadi jawaban untuk menyelesaikan persoalan yang ada
ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin tampak seiring proses demokrasi itu
sendiri.”

Kelahiran lembaga negara mandiri-yang disebut juga sebagai the state auxiliary
organ ini memiliki fungsi, yakni sebagai penunjang, pendukung, atau pelengkap

(supporting organ) bagi lembaga-lembaga negara utama (main organ).® Dalam kegiatan

3 Junaedi, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum
Indonesia 3, Jurnal Ilmiah Indonesia, no. 8 2018, hlm. 27-38.

* A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia”, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

® Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Amandemen Konstitusi”’, (Makalah disampaikan pada
Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 29 April
2006), hlm. 14

® Komisi Yudisial Republik Indonesia, “K'Y Adalah Lembaga Negara Mandiri Dan
Independen,” Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017,
<https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/398/ky-adalah-lembaga-negara-mandiri-dan-
independen>.



kelembagaannya tidak ada pengaruh kekuasaan lainnya, berjalan secara sendiri-sendiri
dan tidak melengkapi satu diantara lainnya. Akan tetapi untuk dapat masuk kedalam
tahap kegiatan kelembagaan, Lembaga negara mandiri didirikan serta melaksanakan
pembentukan keanggotaannya terlebih dahulu dengan adanya andil dari kekuasaan
tertentu (contoh: pemilihan dilaksanakan oleh DPR). Adanya unsur kemandirian dalam
kegiatan kelembagaan atau wewenangnya diharapkan agar memberikan efektivitas
keberadaan Lembaga-lembaga mandiri didalam struktur ketatanegaraan yang sudah ada
namun masih belum berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan Lembaga utama
(eksekutif, yudikatif, dan legislatif ).’

Menurut T.M Luthfi Yazid, bahwa terdapat 5 (lima) hal penting dalam terbentuknya
lembaga negara mandiri';

Pertama, adanya asumsi bahwa korupsi berlangsung dengan secara sistematik,
mengakar, dan sulit untuk diberantas sehingga tidak adanya kredibilitas dalam lembaga
sebelumnya. Kedua, independensi lembaga negara yang selama ini tunduk dibawah
pengaruh kekuasaan tertentu. Ketiga, kapabilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada
tidak menyanggupi dalam melakukan tugas menuju demokrasi yang baik karna persoalan
internal maupun eksternal. Keempat, pengaruh-globalisasi yang menunjukkan banyak
negara telah membentuk lembaga negara mandiri (state auxiliary agency) atau lembaga
pengawas (watchdog) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan. Kelima,
lembaga-lembaga internasional menekankan dibentuknya lembaga-lembaga mandiri di

setiap negara guna sebagai syarat bagi suatu negara untuk menuju era baru demokratisasi,

7 “Dinamika Lembaga-Lembaga Negara Mandiri Di Indonesia Pasca Perubahan Undang-
Undang Dasar 1945", diakses pada 31 Mei 2020, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-
dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-
1945 .html.



dimana tuntutan reformasi itu sendiri adalah pemerintahan yang baik dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).®
Maka dari itu dalam pembentukan lembaga negara mandiri dipastikan memiliki dasar
yang kuat dan paradigma yang transparan sebagai wujud mandat untuk kepentingan
masyarakat dan pengelolaan sistem ketatanegaraan. Keberadaan dan terciptanya
lembaga-lembaga negara mandiri ini dapat berjalan dengan baik apabila mengikuti
prinsip-prinsip :°
1. Prinsip konstitusionalisme
2. Prinsip checks and balance
3. Prinsip integrasi
4. Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat
Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006 mengenai isi,
implikasi, dan masa depan Komisi Yudisial. Bahwa MK menyatakan Komisi Yudisial
bersifat mandiri sesuai yang tertuang dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Namun
meruncing pada penjelasan putusan MK' dalam kewenangan Komisi Yudisial untuk
mengawasi perilaku hakim-tetap berlaku pada hakim agung; tetapi tidak berlaku pada
hakim konstitusi.'®Dengan-putusan tersebut maka tidak ada pengawasan pada lembaga

eksternal di MK. Selain KY, terdapat lembaga nonstruktural lainnya yang berdiri

8 Ibid, hlm. 59-60.

° Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga
Negara, Konsorium Reformasi Hukum Nasional Republik Indonesia (KRHN) bekerja sama dengan
Mahkamah Konstitusi, didukung oleh The Asia Foundation (TAF) dan USAID, (Jakarta,2005), hlm. 59-
60. Lihat juga dalam Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Y ogyakarta:
UII Press, 2007), hlm. 202-203.

10 Puguh Windrawan, “Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006;
Nomor 006/PUU- 1V/2006 Dan Nomor 030/SKLN-IV/2006”, 2014, hlm. 88-102.



dilingkungan masing-masing. salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia
sebagai lembaga nonstruktural yang berpusat dilingkungan pemerintahan.

Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang lahir di era reformasi, diatur dalam
UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang
sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi
Ombudsman Nasional (KON). Lengkapnya mengenai penjelasan Ombudsman berada
pada UU Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) Tentang Ombudsman Republik Indonesia,
yaitu :

“Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik- baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang
diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1' (satu) secara operasional bertugas
mencegah adanya tindak- maladministrasi, -menyelesaikan laporan atau pengaduan
masyarakat, dan mengadakan - pengawasan pelayanan publik!’ dengan demikian
masyarakat tidak akan takut terhadap ketidakadilan karena Lembaga Ombudsman berdiri
mandiri dan tidak memihak. Ombudsman juga menyesuaikan aspek-aspek dalam
pelaksanaannya dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, untuk

melayani publik terhadap pengaduan pelayanan publik. Ombudsman RI memiliki 2 (dua)

M. Syaiful Aris, “Peran Masyarakat Dalam Seleksi Komisi Negara Independen: Seleksi
Komisioner Ombudsman”, hlm. 320.



wewenang istimewa dibandingkan Ombudsman negara lain, yakni daya paksa atas
pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dan kewenangan memanggil paksa terlapor dan
saksi.’? keistimewaan tersebut terkandung dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
yang berdalil “Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi
Ombudsman”. Selain itu, kewenangan untuk menghadirkan Terlapor dan saksi dengan
paksa ada dalam Pasal 31 (tiga puluh satu). Kewenangan-kewenangan tersebut akan
terhambat apabila tidak adanya dukungan dari pimpinan atau komisioner Ombudsman
yang dapat menjamin kemandirian lembaga Ombudsman, berintegritas, dan berkualitas.
Untuk itu, kelangsungan mekanisme pengisian jabatan dan pemberhentian harus
dilaksanakan secara ketat dan memenuhi prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas
dan lainnya.’® Hal ini dianggap substansial karena Lembaga Ombudsman memiliki
fungsi, kewenangan dan tugas untuk pengawasan pelayanan publik yang mengharuskan
anggotanya mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi.'*

Hingga saat ini segala proses-pemilihan anggota:dan pimpinan Ombudsman di
dominasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan panitia
seleksi yang memiliki-andil-dalam-melakukan proses seleksi.’> Hasil seleksi yang
dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan keputusan presiden diserahkan kepada

Presiden yang kemudian diberikan lagi kepada DPR RI untuk dipilih serta ditetapkan.

2 Ibid, hlm. 320.

3 Ibid.

14 Sirajudin dkk., Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi,
(Malang: Setara Press, 2011), hlm. 168.

15 Charles Simabura, Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen, (Jakarta:

Grafindo Persada, 2016).



Presiden hanya mengesahkan dan membuat surat keputusan pengangkatan yang dimana
bersifat administratif.’® Agar lembaga Ombudsman yang lahir pada era reformasi ini
keberadaannya memiliki kemanfaatan bagi masyarakat, proses pengisian jabatan
komisioner Ombudsman pun harus ditata dan dikaji ulang. Dengan demikian, bakal calon
anggota ataupun pimpinan Ombudsman tersaring dari hasil seleksi yang fair play, tidak
terpengaruh oleh kepentingan politik, dan fokus pada kepentingan rakyat Negara
Indonesia.

Peraturan mengenai syarat kualifikasi anggota di Indonesia diatur dalam Pasal 19
UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Pasal 20 mengatur jika ketua, wakil
dan anggota dilarang mempunyai jabatan lainnya dalam pemerintahan maupun profesi
lainnya. Lembaga Ombudsman (ORI) telah menjadi fitur umum dari kerangka kerja
kelembagaan sebagian besar negara. Akan tetapi peran, mandat dan ruang lingkup
intervensi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya dikarenakan mereka
mempertimbangkan konteks politik, kelembagaan dan sejarah yang ada dalam negara
mereka. Sejak pertama berdirinya lembaga ombudsman di Swedia pada tahun 1809,
mandat lembaga ombudsman-telah- berevolusi berdasarkan kebutuhan spesifik negara
(semisalkan: setelah-perang saudara, kemerdekaan, konsolidasi demokrasi, evolusi
hukum hak asasi manusia internasional, dll).” Lebih dari satu abad kemudian, kegiatan
dalam pengangkatan anggota ombudsman di Denmark pun memicu ketertarikan negara-
negara lainnya. Dilanjutkan oleh Selandia Baru yang menunjuk ombudsman pada tahun

1962, Kanada dan Australia membentuk kantor ombudsman ditahun 1960-an dan 1970-

16 Tbid.
17 Diamond, “Indonesia’s Place in Global Democracy”.



an. Sejak saat itu, kantor ombudsman telah terbentuk diberbagai penjuru dunia melebihi
80 negara.'’®* Mengingat Swedia adalah negara pertama yang memiliki lembaga
ombudsman, penulis sangat tertarik untuk membahas perbandingan dua negara antara
Indonesia dan Swedia yang memiliki latar belakang yang berbeda serta adanya persamaan
maupun perbedaan terhadap pengaturan Lembaga Ombudsman.

Dalam menjalankan kekuasaan publik, artikel pembuka Instrumen Pemerintah
Swedia menetapkan bahwa kekuasaan publik harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Ini
menegaskan prinsip: kuno bahwa semua pelaksanaan kekuasaan harus sesuai dengan
hukum. Ini berlaku tidak hanya untuk pengadilan hukum dan administrasi publik tetapi
juga untuk Pemerintah dan Parlemen. Ini berlaku sama untuk pemerintah daerah dan
pusat. Tujuan yang sama mendasari ketentuan dalam /G /: 9 bahwa pengadilan, otoritas
administratif dan lainnya yang menjalankan fungsi administrasi publik harus
memperhatikan dalam pekerjaan mercka kesetaraan semua gender di hadapan hukum dan
harus memperhatikan obyektivitas dan ketidakberpihakan.'®

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, I.embaga Ombudsman yang berada di Negara
Swedia disebut dengan Riksdagens-Justitiecombudsmdén (JO = Riksdagens Ombudsméin)
diatur dalam The Riksdag Act (Chap 8 Art I'l,-Chap 9 Art 8§ RA) dalam OA 15 (3)
menyatakan adanya sebuah parlemen ombudsman yang memiliki wewenang untuk
memutuskan apakah seorang Wakil Ombudsman akan bertindak sebagai Ombudsman.

Sebelum pengaturan mengenai ombudsman itu ada, pada awal mula adanya Kanselir

18 Hill, Edward R, "THE VANUATU OMBUDSMAN" In Passage of Change: Law, Society
and Governance in the Pacific, edited by Jowitt Anita and Cain Tess Newton, Canberra: ANU Press,
2010. Diakses pada Februari 27, 2020. <www.jstor.org/stable/j.ctt24h3jd.13>.

19 The Government of Sweden, Sweden Constitution (1974).



Kehakiman sebagai rekanan yang ditunjuk pemerintah, bertindak sebagai penasihat
hukum bagi Pemerintah. Kemudian sejak tahun 1998 tanggung jawab Kanselir tidak lagi
mencakup perlakuan terhadap pengaduan individu tetapi sebaliknya terbatas pada
mengungkap masalah sistematis dalam administrasi publik.?

Kanselir juga bertindak sebagai perwakilan hukum Pemerintah dalam kasus-kasus
hukum perdata dan sebagai jaksa penuntut khusus dalam kasus-kasus yang melibatkan
pelanggaran kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Setelah itu mulai tahun 1980 an,
lembaga ombudsman khusus telah dibuat yang tujuannya adalah untuk mengawasi
implementasi undang-undang tertentu, terutama dalam bidang non-diskriminasi.
Petahana lembaga ombudsman ditunjuk oleh Pemerintah. Adanya pembagian sektor
dalam kelembagaan ombudsman Swedia,” yakni Ombudsman Peluang Setara
(Jamstdlldhetsombudsmannen, JimQO, 1980), Ombudsman Melawan Diskriminasi Etnis
(Ombudsmannen  motunitaskariminering, DO, 1986), Disability =~ Ombudsman
(Handikappombudsmannen, HO, 1994), serta Om Diskriminasi atas Dasar Orientasi
Seksual (Ombudsmannen motriminering pa grund av sexuell ldggning, HomO, 1999).
Tidak seperti rekan-rekannya, Ombudsman untuk Anak-anak (Barnombudsmannen, BO,
1993) tidak menerima pengaduan individual. Karena semua lembaga khusus ini dibawah
pengawasan oleh Riskdagens Ombudsmdn (justitiecombudsmdan - JO).*!

Beberapa latar belakangan serta pengaturan yang membahas mengenai Riskdagens

Ombudsmdn tersebut menjadi dasar untuk mengetahui dan menggali lebih dalam

20 Univ.-Prof. Dr. Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Dr. Brigitte Kofler, and Mal Mag. Joachim
Stern, European Ombudsman-Institutions, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53,
2013, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

21 Tbid.



1.2.

mengenai mekanisme pengisian jabatan bakal calon ketua, wakil dan anggota Riksdagens

Ombudsmdn di Swedia yang lebih lanjutnya akan dibahas dalam BAB IV penelitian ini

sebagai bahan studi komparasi. Perbedaan sistem pemerintahan yang mengacu pada

masing-masing konstitusional negara ini menarik penulis untuk membuat komparasi
mekanisme pengisian jabatan lembaga Ombudsman berdasarkan BAB V mengenai
susunan dan keanggotaan dalam Undang-Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

Republik Indonesia dengan Chapter 13 Articles 2-4 (Bodies and Boards), Chapter 12

Article 8 (Forms of election) dan 16-17 (Election of Riskdag Committees and other

Riskdag bodies) The Riksdag Act.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat rumusan penelitian yang
akan diteliti mengenai. “Mekanisme Pengisian Jabatan Anggota Ombudsman
Republik Indonesia (Studi Komparasi dengan Riskdagens Ombudsmdn Swedia)”
Rumusan Masalah

Agar memudahkan penulis* dalam membatasi topik permasalahan yang akan
dianalisa sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih spesifik dan jelas, maka
penulis merumuskan masalah yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan— mekanisme pengisian jabatan anggota
Ombudsman antara negara Indonesia dengan negara Swedia yang sesuai dengan The
Riksdag Act tentang Riksdagens Justitieombudsmdn (JO — Riksdagens Ombudsmdin)
— Parliamentary Ombudsmen?

2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pengisian jabatan anggota Ombudsman antara

negara Indonesia dengan negara Swedia yang sesuai dengan The Riksdag Act tentang
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1.3.

1.4.

1.5.

Riksdagens Justitieombudsmdn (JO — Riksdagens Ombudsmdn) — Parliamentary
Ombudsmen?

Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mekanisme pengisian
jabatan anggota lembaga Ombudman di Swedia (Riksdagens Ombudsmdn) sesuai
dengan kebijakan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan terhadap pengaturan dan pelaksanaan
pengisian jabatan lembaga Ombudsman antara Indonesia dengan Swedia.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat

dalam memahami mekanisme pengisian jabatan anggota Ombudsman di Indonesia

maupun di Swedia dengan perbandingan hukum dan peraturan-peraturan yang ada.

Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman, mengenai pembahasan dan memberikan

gambaran mengenai sistematika penulisan hukum' yang sesuai dengan aturan dalam

penelitian hukum,-maka penulis  menjabarkannya-dalam bentuk sistematika penulisan
yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pengantar untuk masuk ke dalam permasalahan, pokok yang akan

dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penclitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
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Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori
dan landasan konseptual. Dalam landasan teori berisi tentang tinjauan umum teori
lembaga negara mandiri Ombudsman. Sementara dalam landasan konseptual berisi
pengertian-pengertian dari lembaga negara mandiri Ombudsman, unsur-unsurnya, juga
perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Swedia.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan penjelasan dari metode penelitian yang dipakai dalam
penulisan makalah ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, metode
pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini merupakan  penjelasan dari hasil penelitian secara studi komparatif
(comparative study), mengenai pengaturan dan pelaksanaan mekanisme pengisian
jabatan anggota lembaga Ombudsman serta perbedaan dan persamaan unsur-unsur
Ombudsman antara Indonesia dengan Swedia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari- penulisan. hukum yang menjelaskan beberapa
kesimpulan serta saran atas pembahasan-yang dijelaskan ‘dalam bab sebelumnya agar
dapat menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran terkait perbandingan
pengaturan dan pelaksanaan mekanisme pengisian jabatan anggota Ombudsman antara

Indonesia dan Swedia.
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